BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik persidangan perkara perdata secara elektonik di
Pengadilan Negeri Painan maka diketahui persidangan perdata secara
elektronik belum berjalan efektif karena masih ada pendaftaran perkara
perdata dan persidangan perkara perdata masih ada secara manual. Hal
ini disebabkan karena pada Perma e-court tahun 2019 sebelum diubah
mengharuskan adanya persetujuan para pihak untuk melaksanakan
persidangan secara elektronik dan juga semua sistem e-court tahun 2019-
2022 tidak mengakomodasi persidangan perdata secara elektronik jika
para pihak tidak lengkap. Pada tahun 2022 Perma e-court diubah dan
tidak perlu lagi persetujuan para pihak untuk bersidang secara elektronik
dan sistem e-court yang baru juga telah mengakomodasi persidangan
perdata secara elektronik tanpa pihak hadir lengkap dipersidangan,
namun demikian persidangan perdata secara elektronik masih belum
efektif karena masa transisi penerapan Perma e-court yang baru dan juga
masih dalam tahap sosialisasi.

2. Kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan perkara perdata
secara elektronik di Pengadilan Negeri Painan yaitu :

a. Kendala para pihak yaitu pendaftaran perkara perdata tidak secara

elektronik, masih ada pihak yang tidak setuju untuk melaksanakan
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persidangan secara elektronik, para pihak tidak hadir lengkap
dipersidangan, gangguan jaringan internet.

b. Kendala pada Pengadilan Negeri Painan yaitu maintenance system
pada server pusat aplikasi e-court, dan masih ada pengambilan
salinan putusan secara manual tidak secara elektonik.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Painan untuk
melaksanakan persidangan perkara perdata secara elektronik yaitu
menyediakan meja e-court di PTSP Pengadilan Negeri Painan,
Pengadilan Negeri Painan tidak lagi menerima pendaftaran perkara
perdata secara manual, Pengadilan Negeri Painan melakukan sosialisasi
Perma e-court setiap tahun yang dimulai dari tahun 2022, majelis hakim
berperan aktif mendorong para pihak untuk melaksanakan persidangan

secara elektronik, memuat informasi terkait e-court pada website resmi

Pengadilan Negeri Painan (www.pn-painan.go.id).

B. Saran
Untuk keefektifan persidangan perkara perdata secara elektronik di

Pengadilan Negeri Painan, maka penulis menyarankan, kepada:

1. Aparatur Pengadilan Negeri Painan harus lebih aktif lagi dalam
menyosialisasikan Perma e-court kepada masyarakat, karena Perma e-
court mengamanatkan agar persidangan dilakukan secara elektonik.
Sosialisasi Perma e-court memiliki dampak positif karena mengenalkan
e-court kepada masyarakat. Akan lebih efektif sosialisasi itu diwujudkan

dalam bentuk pembuatan video terkait e-court dan kemudian video
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tersebut diputar pada videotron yang terdapat di kota Painan, sehingga
bisa dilihat dan diketahui oleh masyarakat luas.

Meningkatkan lagi peran petugas PTSP untuk memberitahukan kepada
para pihak agar persidangan yang dilakukan secara elektronik, maka
pengambilan putusannya juga dilakukan secara elektronik. Petugas PTSP
lebih aktif lagi memberikan penjelasan jika salinan putusan secara
elektronik merupakan salinan putusan yang sah meskipun tidak ada cap
basah pengadilan. Petugas PTSP juga dapat menjelaskan jika salinan
putusan diambil secara elektronik maka para pihak tidak perlu datang ke
Pengadilan Negeri Painan sehingga menghemat waktu dan biaya para
pihak, para pihak cukup mengunduh salinan putusan dimana saja para

pihak berada.
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